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Pliisss..!! Pemerintah Seriuslah Kawal 

Kompensasi Tambang 

 
kalsel.prokal.co 

 

 

Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) meminta pemerintah serius 

mewakili kepentingan masyarakat, dalam mengawal kompensasi tambang di daerah. Aliansi 

khawatir, jika tidak serius, masyarakat nanti tidak mendapat apa-apa selain kerusakan alam. 

Selain itu Ketua AK2TPL mengapresiasi langkah pemerintah yang meminta perubahan 

angka kompensasi dari Rp700 miliar menjadi Rp1 triliun. Tapi jangan sampai menghilangkan 

item yang lain. Seperti kewajiban perusahaan menyerap 70 persen tenaga kerja lokal. 

Selain itu, dalam perubahan MoU nanti, selain angka kompensasi yang naik. Juga tetap 

harus dibuat klausul kesanggupan perusahaan tambang, seperti yang telah tertuang dalam MoU 

tahun 2010. Beberapa klausul itu adalah perusahaan wajib membangun PLTU di Kotabaru. 

Menyediakan waduk untuk mengatasi kesulitan air bersih warga. Membangun pelabuhan skala 

industri. 

Selain itu, diharapkan, dana kompensasi nanti jangan semua diperuntukkan untuk 

membangun jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan. Tapi juga harus ada alokasi untuk 

infrastruktur lain, seperti rumah sakit, jalan, dan seterusnya. 
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